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ABSTRAK 

Dalam menjalankan persaingan usaha, terdapat praktek-praktek persaingan 

usaha tidak sehat, salah satunya yaitu perjanjian penetapan harga. Perjanjian 

penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Perjanjian penetapan harga masih banyak dilakukan para pelaku usaha dalam proses 

persaingan usaha. Larangan penetapan harga pada proses persaingan usaha dilakukan 

karena dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya maupun masyarakat secara umum. 

Permasalahan yang ada didalam penelitian hukum ini adalah bagaimana 

pengaturan mengenai larangan penetapan harga di Indonesia, bagaimana peranan dari 

regulator persaingan usaha di Indonesia berkaitan dengan pengawasan dan 

penindakan pada pelaku usaha khususnya penyedia jasa transportasi Bus di DKI, dan 

bagaimana pengaturan larangan penetapan harga di Negara lain. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk 

mengetahui pengaturan larangan penetapan harga di Indonesia dan bagaimana bentuk 

pengawasan dan penindakan oleh regulator persaingan usaha Indonesia atas tindakan 

penetapan harga oleh pelaku usaha di Indonesia khususnya penyedia jasa transportasi 

Bus di DKI, serta mengetahui mengenai pengaturan penetapan harga di Negara lain. 

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan penelitian yang 

bersifat yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, 

sejarah hukum, perbandingan hukum, serta unsur-unsur dan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perjanjian penetapan harga.Data dalam penulisan hukum ini 

adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi 

kepustakaan.Sedangkan analisis datanya melalui diskriptif analitis yang bersifat 

kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan menganai 

larangan perjanjian penetapan harga di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. Pengawasan dan penindakan persaingan usaha di Indonesia 

khususnya pada penyedia jasa transportasi di DKI dilakukan oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU), serta pengaturan mengenai perjanjian penetapan harga di 

Negara lain misalnya Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa diatur oleh pengaturan 

yang berlaku di masing-masing Negara tersebut. 
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